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Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang Tahun 2022 dapat
selesai tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
mengenai capaian kinerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala
Disdukcapil Kota Bontang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan. Selanjutnya LKIP dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu

perencanaan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam LKIP ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena
itu, kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan laporan kami pada waktu

mendatang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Bontang, Januari 2023
KEPALA DINAS,

o

H, Budiman, S.Sos
NIP. 19740705 2000212 1 010
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Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut
selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan
dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi
dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
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sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan

sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan yang dipimpin oleh
Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06
Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
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C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang
mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang

diberikan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kependudukan dan
pencatatan sipil

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil

3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang
kependudukan dan pencatatan sipil

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh kepala
SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural
sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawabh ini:

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAR SIFIL
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D. Isu Strategis

1. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai

2. Keterbatasan anggaran berakibat beberapa program unggulan yang tidak
tercover dalam pembiayaan kerja

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen
kependudukan

4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi
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E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bontang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun
2013 - 2018.
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F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Bontang Kota Bontang Tahun 2022 adalah :

BAB | PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV  PENUTUP
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

3.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah
yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh
Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari
tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun
tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait
dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan
demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi
akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tersebut

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
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dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bontang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses
penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan

stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimuat program dan kegiatan

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang,

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun
2021-2026 adalah :

Terwujudnya Kota Bontang yang lebih HEBAT dan BERADAB, yakni Hebat

Pemerintahannya, Hebat Masyarakatnya dan Hebat Kotanya.
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Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai
berikut :

a. Kota Bontang yang Harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi
Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pembangunan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026 sebanyak 1 sasaran
strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

NO

TARGET KINERJA PADA TAHUN

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

@

@

(©)

4)

©®)

(6)

)

®)

)

(10)

(11)

Meningkatnya
kualitas pelayanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Cakupan
terlaksananya
pelayanan
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Terwujudnya tertib

administrasi
kependudukan
dengan
tersedianya data
dan informasi
penduduk yang
akurat dan
terpadu

Rasio
penduduk ber
KTP per satuan
penduduk

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Rasio Bayi
berakta
kelahiran

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Rasio
pasangan
berakta nikah

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

Cakupan
kepemilikan
akta perceraian

76%

76%

7%

7%

78%

79%

Cakupan
kepemilikan
Buku Pokok
Pemakaman
(BPP)

50%

50%

50%

50%

Cakupan
kepemilikan
Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)

20%

20%

20%

20%
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B.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota
Bontang Nomor : 09 Tahun : 2007 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota
Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022

NO

PENJELASAN

SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA

SATUAN

Terwujudnya Rasio Ratio Sesuai dengan Jumlah penduduk | Data Agregat
tertib administrasi | penduduk ber Permendagri 86 |usia lebih dari 17 | DKB

kependudukan KTP per satuan Tahun 2017 tahun yang ber Kemendagri

dengan penduduk KTP / Jumlah

tersedianya data i
penduduk usia

dan informasi
lebih dari 17 tahun

penduduk yang

akurat dan atau telah menikah

terpadu
Rasio Bayi Ratio Sesuai dengan Jumlah bayi Data Agregat
berakta Permendagri 86 | berakte kelahiran / | DKB
kelahiran Tahun 2017 Jumlah bayi Kemendagri
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Rasio Ratio Sesuai dengan Jumlah pasangan | Data Agregat
pasangan Permendagri 86 | nikah berakte nikah | DKB
berakta nikah Tahun 2017 / jumlah Kemendagri

keseluruhan

pasangan nikah

Cakupan Persen Sesuai dengan Jumlah pasangan |Data Agregat
kepemilikan Permendagri 86 | yang memiliki akta | DKB
akta perceraian Tahun 2017 perceraian / Kemendagri

Jumlah pasangan
yang bercerai X
100%

Cakupan Persen Target Kinerja Jumlah Data Agregat
kepemilikan Kemendagri Buku/Jumlah | DKB

Buku Pokok Tahun 2023 Kelurahan X 100% |Kemendagri
Pemakaman

(BPP)

Cakupan Persen Target Kinerja Jumlah Identitas | Data Agregat
kepemilikan Kemendagri Kependudukan |DKB
Identitas Tahun 2023 Digital/Jumlah | Kemendagri
Kependudukan

Total Perekaman X
Digital (IKD) 100%
(1]

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari
sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan
fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan
lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan
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Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 |Terwujudnya tertib administrasi |Rasio penduduk ber KTP per satuan 0,99
kependudukan dengan penduduk
tersedianya data dan informasi
penduduk yang akurat dan
terpadu
Rasio Bayi berakta kelahiran 0,96
Rasio pasangan berakta nikah 0,71
Cakupan kepemilikan akta 76
perceraian

3.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bontang juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah
Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Bontang. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar

perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022
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Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, sebagai
berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran
dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.
Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan
reviu Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di lingkungan

Pemerintah Kota Bontang antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tersebut, selanjutnya

diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

1 | mengembangkan | Cakupan Terwujudnya |Rasio Ratio 0,99 0,99 (0,99 |0,99 | 0,99
masyarakat dan |terlaksananya |tertib penduduk ber
pemerintahan pelayanan administrasi KTP per
yang cerdas Administrasi kependudukan | satuan
serta kompetitif, [Kependudukan|dengan penduduk
berbasis dan tersedianya
informasi dan Pencatatan data dan
teknologi Sipil informasi
penduduk

yang akurat
dan terpadu

0,99

Rasio Bayi Ratio 0,96 | 0,96 [ 0,96 | 0,96 | 0,96
berakta
kelahiran

0,96
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Rasio Ratio |0,70|0,71|0,72(0,73 0,74 0,75
pasangan
berakta nikah

Cakupan Persen [76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 79%
kepemilikan
akta

perceraian

Cakupan Persen - - [ 50% [50% |50% | 50%
kepemilikan
Buku Pokok
Pemakaman
(BPP)

Cakupan Persen - - | 20% [ 20% | 20% | 20%
kepemilikan
Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta
menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan
kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
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Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun2021

1 [Terwujudnya tertib Rasio penduduk ber KTP Ratio Sesuai dengan Jumlah penduduk usia Data Agregat Kemendagri [Jumlah penduduk Ber KTP
administrasi per satuan penduduk Permendagri 86 Tahun lebih dari 17 tahun yang
kependudukan dengan 2017 ber KTP / Jumlah
tersedianya data dan penduduk usia lebih dari
informasi penduduk yang 17 tahun atau telah
akurat dan terpadu menikah
Rasio Bayi berakta Ratio Sesuai dengan Jumlah bayi berakte Data Agregat Kemendagri |Jumlah anak Ber Akta
kelahiran Permendagri 86 Tahun kelahiran / Jumlah bayi Kelahiran
2017
Rasio pasangan berakta Ratio Sesuai dengan Jumlah pasangan nikah Data Agregat Kemendagri [Jumlah pasangan Ber Akta
nikah Permendagri 86 Tahun berakte nikah / jumlah Nikah
2017 keseluruhan pasangan
nikah
Cakupan kepemilikan akta Persen Sesuai dengan Jumlah pasangan yang Data Agregat Kemendagri | cakupan kepemilikan akta
perceraian Permendagri 86 Tahun memiliki akta perceraian / perceraian
2017 Jumlah pasangan yang
bercerai X 100%
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Cakupan kepemilikan Persen Target Kinerja Jumlah Buku/Jumlah Data Agregat Kemendagri | Presentase penerbitan
Buku Pokok Pemakaman Kemendagri Tahun 2023 Kelurahan X 100% BPP

(BPP)

Cakupan kepemilikan Persen [Target Kinerja Jumlah Identitas Data Agregat Kemendagri | Presentase kepemilikan

Identitas Kependudukan
Digital (IKD)

Kemendagri Tahun 2023

Kependudukan
Digital/Jumlah Total
Perekaman X 100%

IKD
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Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu dan sebagai bahan yang
diperjanjikan oleh dengan Walikota Bontang dan besaran anggaran yang

direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai

berikut :

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Tabel 2.6

jangka menengah Dinas

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022

perceraian

Terwujudnya tertib administrasi Rasio penduduk ber KTP per Ratio 0,99

kependudukan dengan tersedianya |satuan penduduk

data dan informasi penduduk yang

akurat dan terpadu
Rasio Bayi berakta kelahiran Ratio 0,96
Rasio pasangan berakta nikah Ratio 0,71
Cakupan kepemilikan akta Persen 76
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BAB IlI

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran
srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun
Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur
dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
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Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang
Tahun 2022

No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian Kode
Warna

1 [AA (Sangat Memuaskan) (> 90 - 100)

2 |A (Memuaskan) (> 80-90)

3 |BB (Sangat Baik) (>70-80)

4 |B (Baik) (> 60 - 70)

5 |CC (Cukup) (> 50 - 60)

6 |C (Kurang) (> 30-50)

7 |D (Sangat Kurang) (>0-30)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2021 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, hasil reviu
dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan
Keputusan Walikota Bontang Nomor : 01, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan

sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

e Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
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B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah Nomor tanggal 15-04-2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bontang.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam
melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Tahun 2022
) o | Capaian
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target |Realisasi o
0

1 Rasio penduduk ber KTP per Ratio 0,99 0.99

satuan penduduk
2 |Rasio Bayi berakta kelahiran Ratio 0,96 0,99
3 |Rasio pasangan berakta nikah Ratio 0,71 0,69
4 Cakupa_n kepemilikan akta Persen 76 79

perceraian
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada
indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, dengan capaian kinerja 100
%, pada indikator Rasio Bayi berakta kelahiran, dengan capaian kinerja 100 %, pada
indikator Rasio pasangan berakta nikah, dengan capaian kinerja 97 %, pada indikator
Cakupan kepemilikan akta perceraian, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah
dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
Tahun 2021 - 2026 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan
sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022

Capaian
%

No Indikator Kinerja Satuan Target |Realisasi

Rasio penduduk ber KTP per

1 satuan penduduk Ratio 0,99 0,99
2 |Rasio Bayi berakta kelahiran Ratio 0,96 0,99

Rasio pasangan berakta nikah Ratio 0,71 0,69
4 Cakupan kepemilikan akta Persen 76 79

perceraian
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Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
Melebihi/Melampaui Target 80.00 %
Sesuai Target 15.00 %
Tidak Mencapai Target 5.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja
sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi

Tingkat Pencapaian

Jumlah _ Belum

o _ Melampaui _ i

No Misi  |Indikator . . Sesuai Target Mencapai
arge

Sasaran Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 |Misil 4 2 80.00 1 15.00 1 5.00
Jumlah 4 2 80.00 1 15.00 1 5.00
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Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian
kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase
A. Misi 1 4
Melebihi/Melampaui Target 2 80.00 %
Sesuai Target 1 15.00 %
Tidak Mencapai Target 1 5.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu,

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

¢ Kkinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

¢ Kkinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

e Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

e kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.

e kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
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Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1
Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2021 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan
informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan

informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Rasio
penduduk ber
1 |KTP per Ratio | 0,99 0,99 100 | 0,99 - - 0,99 - - 0,99 - - 0,99 - -
satuan
penduduk

Rasio Bayi
2 |berakta Ratio | 0,96 0,99 100 | 0,96 - - 0,96 - - 0,96 - - 0,96 - -
kelahiran

Rasio
3 |pasangan Ratio | 0,71 0,69 90 [ 0,72 - - 0,73 - - 0,74 - - 0,75 - -
berakta nikah

Cakupan
kepemilikan
akta
perceraian

Persen| 76 79 100 7 - - 7 - - 78 - - 79 - -

Cakupan
kepemilikan
5 |buku pokok Persen - - - 50 - - 50 - - 50 - - 50 - -
pemakaman
(BPP)
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Cakupan
kepemilikan
Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)

Persen - - - 20 - - 20 - - 20 - - 20

Sasaran Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya
data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dapat dilihat dari sebanyak 4

indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rasio penduduk ber KTP per satuan
penduduk" adalah sebesar 0,99 dari target sebesar 0,99 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio Bayi berakta kelahiran" adalah
sebesar 0,99 dari target sebesar 0,96 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini

sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Rasio pasangan berakta nikah" adalah
sebesar 0,69 dari target sebesar 0,71 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini
sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Cakupan kepemilikan akta perceraian”
adalah sebesar 79% dari target sebesar 76% yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %,

capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Berikut adalah hasil dari evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya, data terlampir :

Nilai Hasil Evaluasi
No. Komponen Yang Dinilai Bobot .
Tahun Sebelumnya | Tahun berjalan
Perencanaan Kinerja 30 19,27 26,84
Pengukuran Kinerja 30 8,88 28,71
Pelaporan Kinerja 15 8,27 12,36
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4 | Evaluasi Internal 25 5,33

7,50

Nilai Hasil Evaluasi 100 53,7

75,41

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bontang Tahun 2021 nomor

700/1170/ITDA.03 tanggal 12 Juli 2022 dan tindaklanjutnya, adalah:

No. Rekomendasi Status

T Memastikan keselarasan Dokumen Renstra dengan Sudah
Dokumen RPJMD. ditindaklanjuti

2. Menggunakan Dokumen Renstra sebagai acuan Sudah
penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. ditindaklanjuti

3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap target Sudah
jangka menengah dan Renstra disertai bukti dokumen ditindaklanjuti
monitoring.

4. Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala jika Sudah
diperiukan disertai bukti dokumen reviu. ditindaklanjuti

5. Dokumen Perjanjian Kinerja seharusnya menetapkan hal- Sudah
hal yang harus ditetapkan; terkait target, anggaran dan ditindaklanjuti
indikator pada Perjanjian Kinerja harus dapat diselaraskan
dengan dokumen lain termasuk penyajian pada Laporan
Kinerja.

6. Memonitor target pencapaian kinerja esselon Ill dan IV Sudah
secara berkala. ditindaklanjuti

¥ Memberikan reward & punishment terhadap hasil Sudah
pegukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ditindakianjuti
keatas.

9. Menggunakan pengukuran kinerja atas rencana aksi untuk Sudah
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala ditindaklanjuti
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10. | Pembandingan data kinerja yang dilampirkan hanya Sudah
realisasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan, seharusnya | ditindaklanjuti
ada perbandingan target dan realisasi dan dengan standar
nasional atau setaranya.

1". Menyajikan secara detail informasi tentang analisis efisiensi | Belum
penggunaan sumber daya terkait tentang langkah efisiensi ditindaklanjuti
yang telah dilakukan serta besaran efisiensi.

13. | Menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan Sudah
memadai dalam Laporan Kinerja terkait dengan pencapaian | ditindaklanjuti
sasaran kinerja instansi.

14. | Menggunakan informasi kinerja dalam perbaikan Sudah
perencanaan. ditindaklanjuti

15. Menggunakan informasi kinerja sebagai bahan untuk Sudah
menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan ditindaklanjuti
kegiatan organisasi

16. | Menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi Sudah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tertib ditindaklanjuti
(dokumentasi).

17. Memastikan evaluasi program sudah memberikan Belum
rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja ditindaklanjuti
yang dapat dilaksanakan.

18. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka Sudah
pengendalian kinerja (dokumentasi). ditindaklanjuti

19. Memastikan pemantuan rencana aksi memberikan altematif | Belum
perbaikan yang dapat dilaksanakan. ditindaklanjuti

20. | Hasil evaluasi rencana aksi haruslah menunjukkan Sudah
perbaikan setiap periode. ditindaklanjuti

21. Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan Belum
pelaksanaan program di masa yang akan datang. ditindaklanjuti

22. | Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Belum
langkah-langkah nyata. ditindaklanjuti

23. Pencapaian sasaran/kinerja outcome supaya target yang Sudah
ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai secara optimal, ditindaklanjuti
capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, dan
informasi mengenai kinerja sepenuhnya dapat diandalkan
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Lembar Kerja Evaluasi

PERENCANAAN KINERJA

30,00

89,46

26,84

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

6,00

75%

4,50

Kriteria:

Terdapat dokumen perencanaan kinerja
jangka menengah.

Terdapat dokumen perencanaan kinerja
jangka pendek.

Terdapat dokumen perencanaan aktivitas
yang mendukung kinerja.

4

Terdapat dokumen perencanaan
anggaran yang mendukung kinerja.

1b

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi
standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara
logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
(crosscutting)

9,00

88%

7,88

Kriteria:

Dokumen Perencanaan Kinerja telah
diformalkan.

Dokumen Perencanaan Kinerja telah
dipublikasikan tepat waktu.

Dokumen Perencanaan Kinerja telah
menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja
sebenarnya yang perlu dicapai.

1,00

Kualitas Rumusan Hasil
(Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja yang
akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja)
telah memenuhi kriteria SMART.

0,75

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah
menggambarkan kondisi Kinerja Utama
yang harus dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable - tidak sering
diganti dalam 1 periode Perencanaan
Strategis).

Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja dapat dicapai
(achievable), menantang, dan realistis.

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras antara
Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap
level jabatan (Cascading).
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Perencanaan kinerja dapat memberikan
informasi tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang
berkaitan (Crosscutting).

10

Setiap pegawai merumuskan dan
menetapkan Perencanaan Kinerja.

1l.c

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan

15,00

96%

14,46

Kriteria:

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu
pada Kinerja yang ingin dicapai.

Aktivitas yang dilaksanakan telah
mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

1,00

Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja telah dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track.

0,75

Rencana aksi kinerja dapat berjalan
dinamis karena capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala.

1,00

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya.

1,00

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih
baik.

1,00

Setiap Pegawai memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan.

PENGUKURAN KINERJA

30,00

95,71

28,71

AA

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

6,00

100%

6,00

1

Terdapat Definisi Operasional yang jelas
atas kinerja dan cara mengukur indikator
kinerja.

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap
pengumpulan data kinerja yang dapat
diandalkan.

2.b

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan

9,00

86%

7,71

1

Pimpinan selalu teribat sebagai
pengambil keputusan (Decision Maker)
dalam mengukur capaian kinerja.

Data kinerja yang dikumpulkan telah
relevan untuk mengukur capaian kinerja
yang diharapkan.

Data kinerja yang dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja yang
diharapkan.
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4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan
secara berkala. Y 1
5 | Setiap level organisasi melakukan
pemantauan atas pengukuran capaian v 1
kinerja unit dibawahnya secara
berjenjang.
6 | Pengumpulan data kinerja telah
memanfaatkan Teknologi Informasi v 1
(Aplikasi).
7 | Pengukuran capaian kinerja telah
memanfaatkan Teknologi Informasi v 1
(Aplikasi).
2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam
pemberlar_l Reward d_an Punishment, serta 15,00 100% 15,00
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien
1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar
dalam penyesuaian
: . Y 1
(pemberian/pengurangan) tunjangan
kinerja/penghasilan.
2 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam mencapai
kinerja. Y 1
3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan dalam mencapai v 1
kinerja.
4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Aktivitas dalam mencapai v 1
kinerja.
5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Anggaran dalam mencapai v 1
kinerja.
6 | Terdapat efisiensi atas penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja. Y 1
7 | Setiap pegawai memahami dan peduli
atas hasil pengukuran kinerja. Y 1
3 PELAPORAN KINERJA 15,00 82,38 12,36
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan
Kinerja 3,00 100% 3,00
1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. v 1
2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun
secara berkala. Y 1
3 | Dokumen Laporan Kinerja telah
diformalkan. Y 1
4 | Dokumen Laporan Kinerja telah
dipublikasikan. Y 1
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah
disampaikan tepat waktu. Y 1
3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kgalltas atas Penc_apa}an Kinerja, 450 89% 4,00
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta
upaya perbaikan/penyempurnaannya
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1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun

secara berkualitas sesuai dengan Y 1
standar.

2 | Dokumen Laporan Kinerja telah
mengungkap seluruh informasi tentang Y 1

pencapaian kinerja.

3 | Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan perbandingan realisasi v 1
kinerja dengan target tahunan.

4 | Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan perbandingan realisasi v 1
kinerja dengan target jangka menengah.

5 | Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja tahun- Y 1
tahun sebelumnya.

6 | Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level
nasional/internasional (Benchmark
Kinerja).

7 | Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya nyata dan/atau Y 1
hambatannya.

8 | Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.

9 | Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan Y 1
(Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam 7,50 71% 5,36
mencapai kinerja berikutnya

1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu
menjadi perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab).

2 | Penyajian informasi dalam laporan
kinerja menjadi kepedulian seluruh Y 1
pegawai.

3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian v 1
aktivitas untuk mencapai kinerja.

4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian

penggunaan anggaran untuk mencapai Y 1
kinerja.

5 | Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam evaluasi pencapaian

; s Y 1
keberhasilan kinerja.
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6 | Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian

perencanaan kinerja yang akan dihadapi Y 1
berikutnya.

7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu
mempengaruhi perubahan budaya kinerja

Y T 0
organisasi.
4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25 00 30.00 750 D
4.a E_valuaS| Akuntabilitas Kinerja Internal telah 500 100% 500
dilaksanakan
1 | Terdapat pemantauan mengenai
kemajuan pencapaian kinerja beserta Y 1
hambatannya
Evaluasi program telah dilakukan Y 1
3 | Hasil evaluasi telah disampaikan dan
dikomunikasikan kepada pihak-pihak Y 1

yang berkepentingan

4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber 7,50 33% 2,50
Daya yang memadai

1 | Evaluasi program dilaksanakan dalam
rangka menilai keberhasilan program Y 1

2 | Evaluasi program telah memberikan

rekomendasi-rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja yang dapat T 0
dilaksanakan

3 | Evaluasi program telah memberikan
rekomendasi-rekomendasi peningkatan

kinerja yang dapat dilaksanakan T 0
4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga
memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam 12.5 0% 0.00
efektifitas dan efisiensi Kinerja
1 | Hasil evaluasi program telah
ditindaklanjuti untuk perbaikan T 0
pelaksanaan program di masa yang akan
datang
2 | Hasil evaluasi Program telah
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- T 0
langkah nyata

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
masuk dalam kategori memuaskan dengan predikat BB (75,41). Meski sudah
mendapat kategori sangan baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus
diperbaiki, seperti dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan

kinerja yang sudah di tuangkan dalam rekomendasi perbaikan.
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Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2022 :

Keuangan % Fisik %
Kode Sub . .
No " Sub Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran Target — Realisasi | Target | Realisasi
Kegiatan Target Realisasi
% % % %
! Penyediaan Gaji dan Administrasi
2.12.01.2.02.01 y. ) Keuangan Perangkat 6.688.812.379,00 6.688.812.379,00 100 6.592.848.966,00 98,57 100 100
Tunjangan ASN
Daerah
2 Pengadaan Pakaian Administrasi
2.12.01.2.05.02 Dinas Beserta Atribut Kepegawaian Perangkat 245.928.575,00 245.928.575,00 100 245.476.500,00 99,82 100 100
Kelengkapannya Daerah
3 Penyediaan Komponen Administrasi Umum
2.12.01.2.06.01 | Instalasi Listrik/Penerangan 5.070.995,00 5.070.995,00 100 4.234.650,00 83,51 100 100
Perangkat Daerah
Bangunan Kantor
4 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Administrasi Umum 103.550.536,00 103.550.536,00 | 100 87.122.460,00 84,14 | 100 100
dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
5 Penyediaan Bahan Administrasi Umum
2.12.01.2.06.04 . 35.175.350,00 35.175.350,00 100 31.512.778,00 89,59 100 100
Logistik Kantor Perangkat Daerah
6 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Administrasi Umum 82.903.321,00 82.903.321,00 100 58.402.009,00 70,45 100 100
Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah
7 Pemeliharaan Barang
2.12.012.06.09 | Milik Daerah Penunjang Administrasi Umum 250.172.000,00 250.172.000,00 | 100 250.172.000,00 100 | 100 100
Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah
Daerah
: pegaton endoran | P Ee
2.12.01.2.07.01 Perorangan Dinas atau X Jang 452.090.000,00 452.090.000,00 100 452.090.000,00 100 100 100
. Urusan Pemerintah
Kendaraan Dinas Jabatan
Daerah
9 Pengadaan Sarana dan Pengadaan Barang
Prasarana Pendukung Milik Daerah Penunjang
2.12.01.2.07.11 X 3.307.504,00 3.307.504,00 100 1.282.050,00 38,76 100 100
Gedung Kantor atau Urusan Pemerintah
Bangunan Lainnya Daerah
10 Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa
2.12.01.2.08.01 4 Penunjang Urusan 9.200.000,00 9.200.000,00 100 8.466.000,00 92,02 100 100
Menyurat .
Pemerintahan Daerah
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11 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2.12.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya Penunjang Urusan 229.200.000,00 229.200.000,00 100 183.399.636,00 80,02 100 100
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
12 penvediaan Jasa Penyediaan Jasa
2.12.01.2.08.04 v Penunjang Urusan 774.978.080,00 774.978.080,00 100 757.387.993,00 97,73 100 100
Pelayanan Umum Kantor )
Pemerintahan Daerah
13 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Barang
212.01.2.00.01 | "emeliharaandanPajak | Milik Daerah Penunjang 188.638.050,00 188.638.050,00 100 174.198.415,00 92,35 100 100
Kendaraan Perorangan Urusan Pemerintahan
Dinas atau Kendaraan Daerah
Dinas Jabatan
14 Per}yedlaan Jf;usa Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan, Biaya Milik Daerah Penunjan
2.12.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan . Jang 11.900.000,00 11.900.000,00 100 5.985.594,00 50,3 100 100
.. . Urusan Pemerintahan
Perizinan Kendaraan Dinas
) Daerah
Operasional atau Lapangan
15 Pemeliharaan Barang
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan | Milik Daerah Penunjang 43.664.500,00 43.664.500,00 | 100 31.715.475,00 72,63 | 100 100
dan Mesin Lainnya Urusan Pemerintahan
Daerah
16 Pencatatan,
2.12.02.2.01.02 Penatausahaan dan Pelayanan 540.292.228,00 540.292.228,00 100 521.055.200,00 96,44 | 100 100
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk
17 Peningkatan Pelayanan Pelayanan
2.12.02.2.01.04 Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk 1.742.306.571,00 1.742.306.571,00 100 1.688.495.862,00 96,91 100 100
18 Pengumpulan Data
Pengolahan dan Kependudukan dan
2.12.04.2.01.01 Penyajian Data Pemanfaatan dan 3.232.002,00 3.232.002,00 100 3.219.000,00 99,6 100 100
Kependudukan Penyajian Database
Kependudukan
19 Sosialisasi terkait Penyelenggaraan
2.12.042.03.05 |  Fengelolaan informasi Pengelolaan Informasi 8.799.647,00 8.799.647,00 | 100 8.779.500,00 99,77 | 100 100
Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
TOTAL RKA (19) 11.419.221.738,00 11.419.221.738,00 100 11.105.844.088,00 97,26 100 100

*sumber data Esmart Kota Bontang Tahun 2022
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Pagu Anggaran

Kode Uraian Urusan, Bidang, Orgzrgsia;;nProgram, Kegiatan, dan Sub Perubahan Realisasi % AnSISa?ran
: APBD-2 e
5= _
! 2 3 4 413100 G=d-0
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 11.419.221.738,00 | 11.105.844.088,00 97,26 313.377.650,00
PELAYANAN DASAR
212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 11.419.221.738,00 | 11.105.844.088,00 97,26 313.377.650,00
PENCATATAN SIPIL
2.12.0.00.0.00.14.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.419.221.738,00 | 11.105.844.088,00 97,26 313.377.650,00
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.124.591.290,00 8.884.294.526,00 97,37 240.296.764,00
KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.688.812.379,00 6.592.848.966,00 98,57 95.963.413,00
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.688.812.379,00 6.592.848.966,00 98,57 95.963.413,00
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.928.575,00 245.476.500,00 99,82 452.075,00
2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 245.928.575,00 245.476.500,00 99,82 452.075,00
2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 476.872.202,00 431.443.897,00 90,47 45.428.305,00
2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.070.995,00 4.234.650,00 83,51 836.345,00
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.550.536,00 87.122.460,00 84,14 16.428.076,00
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.175.350,00 31.512.778,00 89,59 3.662.572,00
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.903.321,00 58.402.009,00 70,45 24.501.312,00
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.172.000,00 250.172.000,00 | 100,00 0,00
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 455.397.504,00 453.372.050,00 99,56 2.025.454,00
2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 452.090.000,00 452.090.000,00 | 100,00 0,00
2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 3.307.504,00 1.282.050,00 38,76 2.025.454,00
Lainnya
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.013.378.080,00 949.253.629,00 93,67 64.124.451,00
2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.200.000,00 8.466.000,00 92,02 734.000,00
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2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 229.200.000,00 183.399.636,00 80,02 45.800.364,00
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 774.978.080,00 757.387.993,00 97,73 17.590.087,00
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.202.550,00 211.899.484,00 86,77 32.303.066,00
2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 188.638.050,00 174.198.415,00 92,35 14.439.635,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 11.900.000,00 5.985.594,00 50,30 5.914.406,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.664.500,00 31.715.475,00 72,63 11.949.025,00
2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.282.598.799,00 | 2.209.551.062,00 96,80 73.047.737,00
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.282.598.799,00 2.209.551.062,00 96,80 73.047.737,00
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran 540.292.228,00 521.055.200,00 96,44 19.237.028,00
2.12.02.2.01.04 Izgrq%ugiualzan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.742.306.571,00 1.688.495.862,00 96,91 53.810.709,00
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 12.031.649,00 11.998.500,00 99,72 33.149,00
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 3.232.002,00 3.219.000,00 99,60 13.002,00
Database Kependudukan
2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 3.232.002,00 3.219.000,00 99,60 13.002,00
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.799.647,00 8.779.500,00 99,77 20.147,00
2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.799.647,00 8.779.500,00 99,77 20.147,00
JUMLAH 11.419.221.738,00 | 11.105.844.088,00 97,26 313.377.650,00

*Sumber data eFinance tahun 2022
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Dari anggaran yang di terima pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.419.221.738 (
Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), terealisasi anggaran sebesar Rp.
11.105.844.088 (Sebelas Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Empat Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) serta terdapat silpa sebesar Rp.
313.377.650 (Tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam

ratus lima puluh rupiah).

Dimana capaian anggaran pada tahun tersebut adalah sebesar 97,26 %
(Sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam persen) dan secara fisik semua

kegiatan pada tahun tersebut terealisasi sebesar 100 %(Seratus persen).

Anggaran tersebut terdiri dari dana APBD sebesar Rp. 11.080.720.939
(Sebelas Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan
Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan dana DAK Non Fisik sebesar Rp.
338.500.799 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapa Juta Lima Ratus Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Sembilan).
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022
ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun Kkinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 2021 - 2026
menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut
telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang
direncanakan vyaitu pada tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran dapat

dijelaskan sebagai berikut :

e Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 98 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut,

secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam rangka mencapai
target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dan dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022
-41



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

sebesar Rp. 11.419.221.738 (Sebelas milyar empat ratus sembilan belas juta dua
ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. 11.105.844.088 (Sebelas milyar seratus lima juta delapan
ratus empat puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,26 %
(sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam persen), dengan demikian dapat
dikatakan tahun 2022 anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 313.377.650 (Tiga ratus tiga belas juta
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran
sebesar Rp. 11.105.844.088 (Sebelas milyar seratus lima juta delapan ratus empat
puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja
untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran
yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
adalah 97,26 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa
perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang perlu
dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada
pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpatrtisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang.

Kota Bontang, Januari 2023
Kepala Dinas,

H. Budiman, S. Sos
Nip. 197407052002121010

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2022

| -42



